
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma 

kecamatan Posigadan, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum 

dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari kegagalan 

dalam pencapaian tujuan yang telah di tetapkan pada pendirian dan 

pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma, serta jenis usaha yang di buat oleh 

BUMDes berupa Rompong yang tidak dapat bertahan lama. dan dengan 

melihat hasil pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa selama adanya 

keberadaan BUMDes yang sama sekali tidak mengalami peningkatan dalam 

perekonomian masyarakat. oleh sebab itu berdasarkan pada hasil pembahasan 

pada bab sebelumnya maka penyimpulan akhir mengenai efektifitas 

pengelolaan BUMDes di Desa Ilohelum kec. Posigadan sebagai berikut : 

1. Dasar Hukum, dalam pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa 

Iloheluma tidak dapat di buktikan adanya suatu legistimasi yurisi berupa 

Peraturan Desa mengenai Pendirian dan Pembentukan BUMDes di Desa 

Iloheluma kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan. 

2. Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma juga belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip dan mekanisme dalam pengelolaan BUMDes sebagai 

bahan acuan bagi pengelolaan BUMDes dalam tujuan utama pendirian 

BUMDes.  

3. Dalam pembuatan Jenis usaha yang di buat oleh Pemerintah Desa dan 

Pengurus BUMDes yang bergerak di bidang kelauatan yakni Rompong di 



anggap sama sekali tidak berorientasi pada potensi usaha yang di miliki 

oleh masyarakat Desa. hal ini di lihat dari tingkat pekerjaan penduduk 

Desa yang mayoritas adalah Petani. 

4. Adapun yang menjadi faktor penghambat mengenai efektivitas dalam 

pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma di antaranya ialah jenis usaha 

yang kurang tepat, dimana dalam pendirian BUMDes tentunya dibuat 

dengan melihat potensi usaha yang berada di Desa. faktor selanjutnya 

ialah keterbatasan dana yang di miliki oleh BUMDes dalam menciptakan 

jenis usaha lainnya sehingga hanya di fokuskan pada bidang kelautan. 

Serta faktor lainnya yang juga menjadi penentu kelanjutan dari keberadaan 

BUMDes ialah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat yang di sebabkan 

oleh tidak adanya sosialisai yang di buat oleh Pengurus BUMDes maupun 

Pemerintah Desa mengenai program BUMDes. Dan faktor penghambat 

lainnya ialah Hubungan antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa 

dalam pengelolaan BUMDes yang sedikit mengalami kesalah fahaman 

yang di sebabkan oleh perampungan administrasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka adapun saran yang peneliti 

ajukan kepada pihak yang terkait berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagai bentuk akan semangat dalam pengelolaan BUMDes maka 

diperlukan adanya legistimasi yuridis sebagai penjamin akan keberadaan 

BUMDes di Desa Iloheluma yang bermengacu pada kebijakan yang telah 

di tentukan. 



2. Perlu adanya pelatihan keterampilan yang di lakukan oleh Pemerintah 

Desa kepada pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma 

agara menjadikan BUMDes dapat berjalan sebagaimana fungsi dan tujuan 

BUMDes yang baik dan benar. 

3. Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes harus melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai program yang di buat dalam wadah 

BUMDes. Hal ini dimaksudkan agar program yang di buat oleh BUMDes 

dapat di ketahui dan di fahami oleh masyarakat Desa sehingganya jenis 

usaha yang nantinya akan di buat sesuai dengan keinganan dan harapan 

masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam 

mengelola usaha dalam wadah BUMDes, serta sesuai dengan Potensi 

usaha yang di miliki oleh masyarakat. 
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